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ABSTRAK 

 

 

Siti Maisaroh (2021) :  Pernikahan Dini di Desa Kusau Makmur Kecamatan    

Tapung hulu Kabupaten Kampar di Tinjau dari 

Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang 

Perlindungan Anak. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pernikahan dini di desa 

Kusau Makmur, dan mengabaikan undang-undang perlindungan anak yang telah 

ditetapkan. Bahwa yang termasuk anak adalah yang belum mencapai umur 18 

tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan anak adalah tanggung 

jawab orang tua untuk memelihara, mendidik dan mencegah terjadinya 

perkawinan diusia anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

persepsi masyarakat tentang pernikahan dini dan bagaiamana pernikahan dini di 

Desa Kusau Makmur ditinjau dari undang-undang perkawinan dan udang-undang 

perlindungan anak. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), 

dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, studi 

pustaka dari buku-buku referensi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah pasangan 

yang menikah dini, orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini dan tokoh 

masyarakat setempat. Teknik penulisan menggunakan metode deskriptif dan 

deduktif menguraikan data dan menerangkan gambaran dari keterangan secara 

umum dan diambil kesimpulan secara khusus sesuai dengan data-data 

permasalahan yang terjadi. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar masyarakat desa 

Kusau Makmur berpendapat bahwa mereka tidak mempermasalahkan adanya 

pernikahan dini karena memang dalam Islam tidak dijelaskan secara tegas tentang 

berapa batas usia perempuan dan laki-laki untuk menikah, dan mereka 

menganggap bahwa menikahkan anaknya lebih cepat maka akan lebih baik,dari 

pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pernikahan dini di desa Kusau Makmur 

tidak berdampak buruk bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini dan 

pelaksanaan undang-undang perlindungan anak belum sepenuhnya dilaksanakan 

dengan baik di masyarakat desa Kusau Makmur. Karena sebagian besar 

masyarakat yang menikah seharusnya masih menjadi kewajiban dan tanggung 

jawab orang tua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan 

manusia. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan 

keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan 

suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Agama Islam mengisyaratkan 

perkawinan sebagai salah satunya bentuk hidup secara berpasangan yang 

dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan 

keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang 

digariskan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

adalah bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk 

dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan 

secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik 

dan sehat.
1
 

Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun1974 tentang perkawinan 

menyebutkan perkawinan hanya akan diizinkan jika pihak pria mencapai usia 

                                                             
1
 Hasan Bastomi “Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan 

Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia” Vol. 7, No.2, Desember 2016, hal 

354-355 
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19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.
2
 Undang-

undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 

1974 tentang batas minimal usia perkawinan yaitu perkawinan hanya dapat 

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 

tahun.
3
 

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Sedangkan pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang No.35 tahun 

2014 tentang perlindungan anak menyebutkan “ mencegah terjadinya 

perkawinan diusia anak” pasal 26 ayat (1) ini mengatur tentang kewajiban dan 

tanggung jawab orang tua terhadap anak yang meliputi mengasuh, 

memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak 

sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak serta mencegah terjadinya 

perkawinan diusia anak.
4
 

Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah 

masalah penting  dalam menentukan kebahagiaan dalam rumah tangga, 

dimana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam 

membina rumah tangga, karena pasangan suami istri tidak akan mampu 

melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Jika 

                                                             
2
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Minimal Pernikahan 

3
 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 

4
 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak 
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suami istri menikah belum mencapai usia minimal untuk menikah lalu mereka 

menikah maka pernikahan tersebut dinamakan dengan pernikahan dini.  

Pernikahan dini merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh 

pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Praktik 

pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan peraturan yang 

jelas. Maka, selain usia minimum perkawinan ditetapkan, cara untuk 

mengantisipasi masih mungkinnya pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, 

antara lain aturan yang memberikan keringanan (dispensasi). 

Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan, yang meliputi syarat dan 

rukun. Terkait dengan adanya keharusan  mempelai yang merupakan salah 

satu rukun pernikahan, memang dengan tidak tegas disebutkan syarat atau 

batas usia kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan 

pernikahan. Namun, para ulama sepakat syarat baligh harus sudah terpenuhi 

pada mempelai. Tidak dijelaskannya aturan batasan usia nikah bagi mempelai 

telah menyebabkan perdebatan dikalangan ulama klasik dan juga kontenporer. 

Terlebih lagi disebut bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang berusia 

sangat muda.
5
 

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri 

dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, 

pasangan harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, 

terutama menyangkut pemberian nafkah dan pendidikan dan pengasuhan anak. 

Seorang ibu yang telah dewasa secara psikologis, secara umum lebih 

                                                             
5
 Asep Saepudin Jahar, dkk, Cet ke-1 Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian 

Perlindungan Perundang-undangan Indonesia dan Hukum Internasional (Jakarta: Kencana, 

2013), hal 43 
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terkendali emosi maupun tindakan terhadap anak-anaknya, dibandingkan 

dengan para ibu muda. Hal semacam ini sangat berdampak pada pembentukan 

karakter anak-anak yang dilahirkan.
6
 

Desa Kusau Makmur merupakan desa yang berada di Kecamatan 

Tapung Hulu  Kabupaten Kampar dan termasuk desa pedalaman. Sehingga 

pernikahan usia dini di masyarakat desa Kusau Makmur sudah menjadi hal 

yang biasa yang sering terjadi di masyarakat. Sebagian besar yang menikah di 

usia dini adalah calon mempelai perempuan sedangkan calon mempelai laki-

laki biasanya sudah dewasa. Banyak faktor yang menyebabkan mereka 

memilih untuk menikah diusianya yang masih muda diantaraya kurangnya 

minat dalam melanjutkan pendidikan, sehinga mereka hanya menempuh 

pendidikan SMA, SMP bahkan hanya SD. Disebabkan karena ekonomi 

keluarga dan keputusan anak yang memilih untuk berhenti sekolah. 

Banyak dari mereka yang sudah tidak lagi melajutkan pendidikan 

hanya di rumah saja membantu orag tuanya, sehingga menjadi faktor yang 

sangat mendorong bagi perempuan untuk menikah diusia dini. Sedangkan  

anak laki-laki yang sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya  mereka 

memilih untuk langsung bekerja. Sehingga mereka tidak bergantung lagi pada 

orang tuanya dan sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan mereka memilih 

untuk menikah diusia dini. 

Berdasarkan wawancara awal dari orang tua keluarga pasangan ibu 

Ratna yang sudah peneliti lakukan terkait judul penelitian ini. Menurut orang 

                                                             
6
 Umi Sumbulah, Faridatul Jannah “ Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap 

Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Persfektif Hukum Dan Gender” Vol. VII No. 1 

Januari 2012, hal 84 
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tua dari ibu Ratna yaitu ibu Surtini menyatakan bahwa pernikahan dibawah 

umur tidak berdampak buruk bagi anaknya, dalam kesehariannya bapak Rio 

dan ibu Ratna menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa hidup rukun 

dan harmonis, walaupun terkadang ada masalah dikarenakan adanya 

kesalahfahaman yang biasa terjadi dalam rumah tangga tetapi bisa 

diselesaikan dengan baik-baik.
7
 

Dari hasil penelitian pernikahan dini di Desa Kusau Makmur tidak 

berdampak buruk bagi pasangan yang menikah diusia dini, mereka bisa hidup 

bahagia layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya. Karena usia 

pernikahan tidak bisa menjadi patokan untuk hidup harmonis dalam menjalani 

bahtera rumah tangga. Keharmonisan pasangan muda yang menikah karena 

sadarnya mereka akan hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan antara 

suami dan istri. 

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Kusau Makmur memang 

sepenuhnya karena keinginan anaknya sendiri bukan dari faktor perjodohan 

ataupun paksaan. Karena masyarakat desa Ksau Makmur tidak ada tradisi 

perjodohan mereka percaya pada pilihan anak-anaknya yang akan menjalani 

kehidupan rumah tangga. 

Pernikahan dini yang dilakukan oleh  masyarakat Desa Kusau Makmur 

yaitu pada usia minimal 16 tahun. Memang sudah usia minimum untuk 

menikah menurut pasal 7 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang  

perkawinan menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria 

                                                             
7
 Surtini, 48 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Diwawancarai Pada Tanggal 30 Januari 2021, 

Pukul 11:00 WIB, Di Desa Kusau Makmur 
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mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 tahun” tetapi 

pada usia 16 tahun tersebut masih dikatakan usia dini karena masih terbilang 

anak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang perlindungan anak menyatakan “ 

yang disebut anak adalah jika ia belum mencapai umur 18 tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan”. Dan anak yang belum mencapai usia 18 

tahun masih berada dibawah pengawasan orang tua dan menjadi tanggung 

jawab orang tuanya. 

Walaupun sudah ada revisi undang-undang baru tentang batas minimal 

usia perkawinan yaitu Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan 

atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan 

usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan 

demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Tetapi 

penulis berpatokan pada undang-undang lama dikarena penulis akan meneliti 

kehidupan rumah tangga yang sudah mempunyai anak dan yang menikah pada 

tahun 2017-2018. 

 Tetapi dalam prakteknya penulis melihat banyak ditemui 

pernikahan pada usia dini tidak menghalangi untuk hidup bahagia dan hidup 

yang lebih baik, dan mereka yang menikah pada usia muda atau usia dini jauh 

dari kata perceraian, Dan banyak pendapat masyarakat dalam memahami 

tentang hal ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh 

mengenai  pasal 26 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak disebutkan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk: mengasuh, memelihara, mendidikdan melindungi anak; 
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menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; 

mencegah perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter 

dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Sehingga penulis ingin 

menuangkannya kedalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ Pernikahan 

Dini di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten 

Kampar Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang 

Perlindungan Anak” 

 

B. Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

yang dipersoalkan, penulis membatasi persoalan ini hanya tentang pernikahan 

dini di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar 

Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan 

Anak pada tahun 2017-2018. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas 

hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis 

jelaskan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah diatas, penulis akan meneliti dan membahas 

beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Perbandingan undang-undang perkawinan dan undang-undang 

perlindungan anak dengan realita di masyarakat desa Kusau Makmur 

tentang pernikahan dini? 
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2. Bagaimana pernikahan dini di masyarakat desa Kusau Makmur ditinjau 

dari undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana Perbandingan undang-undang 

perkawinan dan undang-undang perlindungan anak dengan realita di 

masyarakat Desa Kusau Makmur tentang Pernikahan Dini. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan dini di masyarakat desa 

Kusau Makmur ditinjau dari undang-undang perkawinan dan undang-

undang perlindungan anak 

2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

tentang Pernikahan dini 

b. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan 

pada program strata satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas 

Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

Riau 

 

E. Metode Penelitian 

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai 

tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata logos yang 

berarti ilmu/pengetahuan, maka metode memiliki arti cara melakukan sesuatu 
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dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang 

telah di tentukan.
8
 

Adapun metodologi dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), 

yaitu peneliti mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di 

Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kusau Makmur Kecamatan 

Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Karena ditempat tersebut banyak 

ditemukan kasus perkawinan dini , selain itu lokasi penelitian ini 

merupakan tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan untuk 

melakukan penelitian. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah orang tua yang menikahkan anaknya 

diusia dini dan orang yang melakukan nikah dini. Sedangkan Objek 

penelitiannya adalah persepsi masyarakat desa Kusau Makmur tentang 

pernikahan dini 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

                                                             
8
 Jani Arni, Metode Penelitian (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), h.1. 
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oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
9
 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 54 keluarga yaitu 23 pasang 

yang menikah dini dan 31 orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini. 

di Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat 

yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.
10

 

Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan 

teknik random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota 

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu. Populasi yang ada sebanyak 54 keluarga. Dan penulis 

mengambil sampel sebanyak 19 orang yaitu 8 pasang suami istri yang 

menikah dini di antaranya 6 pasang suami istri yang hanya istrinya 

menikah di usia dini, dan 2 pasang suami istri yang sama-sama menikah 

diusia dini. dan orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini sebanyak 

11 keluarga.  

5. Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik 

melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi 

yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.
11

 Sumber 

                                                             
9
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 215. 

10
 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23 

11
 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h. 

106  
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dari primer adalah orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini dan 

orang yang menikah diusia dini di desa Kusau Makmur Kecamatan 

Tapung Hulu Kabupaten Kampar. 

b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengadakan 

study kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

masalah yang diajukan, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, 

tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang 

digunakan penulis adalah buku-buku perundang-undangan dan buku 

pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian 

ini. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data lapangan yang paling falid dan akurat dari 

subjek penelitian, maka penulis menggunakan instrument. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara 

pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber data.
12

 

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab 

langsung oleh penulis kepada orang tua yang menikahkan anaknya 

diusia dini, orang yang menikah diusia dini dan tokoh masyarakat desa 

Kusau Makmur mengenai masalah yang akan diteliti. 

                                                             
12

 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), cet ke-6, h. 183 
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b. Studi pustaka  

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada 

kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
13

 

c. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam 

penelitian. 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara 

deskriptif  kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis 

kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga 

dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 

akhirnya.  

8. Metode Penulisan 

Setelah data terkumpul dan falid, penulis akan mengelolah data 

dengan menggunakan metode sebagai berikut:  

a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada 

yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian 

diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa 

bab. 

                                                             
13

 Emzir, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2010), 

hlm.14.  
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b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang 

umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi 

lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa 

bagian. 

c. Deskriftif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian 

dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam 

penelitian ini. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan 

mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang 

bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut 

mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini maka 

penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang 

masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa 

penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi 

penelitian ini, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk 

membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan 

dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya 

penelitian ini. Adapun metodologi penelitian dimaksudkan untuk 

menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam 

penelitian ini dan sistematika penulisan. 
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BAB II :  GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

  Berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi 

Penelitian, yang meliputi Sejarah Biografis, Geografis dan 

Demografis, pendidikan, agama, dan mata pencarian Desa Kusau 

Makmur, Kec Tapung Hulu, Kab Kampar. 

BAB III :  LANDASAN TEORI 

  Berisi penjelasan yang membahas Tinjauan Teoritis Tentang Usia 

Perkawinan, meliputi: Pengertian perkawinan, pengertian 

pernikahan dini , hukum perkawinan tujuan perkawinan, dampak 

pernikahan dini,  hak dan kewajiban suami istri, pengaruh usia 

perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri, dan 

mengenai undang-undang perlindungan anak. 

BAB IV :  PENELITIAN 

  Penjabaran tentang hasil penelitian, bab ini membahas persepsi 

masyarakat  Desa Kusau Makmur mengenai pernikahan dini dan 

bagaimana pernikahan dini di masyarakat Desa Kusau Makmur 

ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang 

Perlindungan Anak. 

BAB V :  PENUTUP 

  Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari 

uraian yang dikemukankan dalam rumusan masalah. Setelah itu 

penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk 

kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Desa Kusau Makmur 

Sebelum menjadi desa, Desa Kusau Makmur adalah sebuah dusun dari 

Desa Senama Nenek dan pada tahun 2000 dibentuklah pemekaran Desa. 

Tahun 2003 tepatnya pada tanggal 12 Maret 2003 Desa Kusau 

Makmur menjadi Desa persiapan, dengan kepala Desa yang dijabat oleh 

Bapak M. Ihsan dan pada tahun 2005 Desa Persiapan Kusau Makmur menjadi 

Desa Definitif hingga sekarang. 

Berikut beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa di 

Desa Kusau Makmur: 

Tabel II.1 

Daftar nama-nama Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kusau 

Makmur 

 

No  Masa jabatan Nama  Jabatan  

1 2003-2005 M. Insani Kepala Desa 

2 2005 M. Abrar Kepala Desa 

3 2005-2008 Jasnita Tarmizi Kepala Desa 

4 2008 Irwansyah Kepala Desa 

6 2009-2014 Armus Siswanto Kepala Desa 

7 2014-2015 Mariaman Kepala Desa 

8 2015-2021 Mariaman Kepala Desa 

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021. 

B. Letak Geografis dan Demografis Desa KusaMakmur 

Desa Kusau Makmur terletak Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten 

Kampar yang dengan batas-batas administrative sebagai berikut:
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1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Senama Nenek 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Gajah 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sei Agung dan Desa Kasikan 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumber Sari dan Rimba Beringin 

Jarak relatif Desa Kusau Makmur dari lokasi Pusar-pusar pemerintahan 

adalah sebagai berikut: 

a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat     : 30 KM 

b. Lama jarak ke Ibu Kota Kecamatan         :60 Menit 

c. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten                   :62 KM 

d. Lama jarak ke Ibu Kota Kabupaten           :75 Menit 

Luas wilayah Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar seluas  7. 474,41 Ha. Yang terdiri dari: 375 Ha 

wilayah merupakan area pemukiman, 7000 Ha merupakan area 

perkebunan/pertanian, 90 Ha merupakan area jalan, 7 Ha merupakan 

areasekolah, 0,21 Ha merupakan area perkantoran dan 2,2 Ha merupakan 

area lapangan olahraga. 

Tabel II.2 

Pola Penggunaan Lahan di Desa Kusau Makmur 

 

No  Jenis Penggunaan Luas lahan 

1  Pemukiman  375 Ha 
2  Pertanian/perkebunan 7000 Ha 

6 Perkantoran  0,21 Ha 

7 Sekolah  7 Ha 

8 Jalan  90 Ha 

9 Lapangan olahraga  2,2 Ha 

Total 7. 474,41 Ha 

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021. 
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C. Potensi Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan data dari kantor Desa Kusau Makmur jumlah penduduk 

terdiri dari 4.337 jiwa. Yang meliputi 2.247 laki-laki dan 2.090 perempuan. 

Tabel II.3 

Jumlah Sumber Daya Manusia 

 

No  Sumber Daya Manusia Jumlah 

1  Laki-laki 2.247 jiwa 
2  Perempuan 2.090 jiwa 

Total 4.337 

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021. 

 

Tabel II.4 

Umur Sumber Daya Manusia 

 

No  Sumber Daya Manusia Jumlah Orang 

1  0-12 bulan  56 
2  1-5 tahun 290 

3 6-10 Tahun 520 

4 11-20 Tahun 1.098 

5 21-30 Tahun 515 

6 31-40 Tahun 519 

7 41-50 Tahun 920 

8 51-60 Tahun 270 

9 61-70 Tahun 98 

10 71-75 Tahun 45 

11 Di atas 75 9 

Total 4.337 

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021. 

 

  



18 

 

 

 

D. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Kusau Makmur 

Desa Kusau Makmur sebagai desa berkembang yang memiliki jumlah 

penduduk yang cukup banyak yang tentunya masyarakat memiliki berbagai 

macam mata pencarian. Adapun gambaran umum mata pencarian masyarakat 

Desa Kusau Makmur adalah sebagai berikut: 

1. Petani 

Sebagian besar dari masyarakat Desa Kusau Makmur menjadi 

petani, dikarenakan mereka memiliki lahan yang cukup luas dan tidak 

menyewa, sehingga mereka bisa menanam apa saja yang bisa 

menghasilkan dari perut bumi. Baik kelapa sawit maupun buah buahan, 

mereka  menjualnya langsung ke pasar dan ada pula yang menjualnya ke 

tengkulak. 

Tabel II.5 

Jenis Tanaman Masyarakat  Desa Kusau Makmur 

 

No  Jenis Tanaman Luas  

1  Sawit 165 Ha 
2  Jagung  2,5  Ha 

3 Palawija 1,75 Ha 

4 Karet  45 Ha 

5 Singkong 1,2 Ha 

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021. 

 

2. Peternak 

Masyarakat Desa Kusau Makmur juga mempunyai perternakan 

yang dijadikan sebagai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan 

keluarganya diantaranya: 
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 Tabel II.6 

Jenis Peternakan Masyarakat  Desa Kusau Makmur 

 

No  Jenis Hewan Jumlah 

1  Sapi  300 ekor 
2  Kambing  100 ekor 

3 Ayam  105 ekor 

4 Itik  105 ekor 

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021. 

 

 

3. Aparat Sipil Negara (ASN) 

Masyarakat desa Kusau Makmur juga ada yang bekerja di 

perkantoran, baik itu di perkantoran Agama maupun Dinas lainnya. 

4. Guru 

Banyaknya sekolah yang berada di desa Kusau Makmur, juga 

mempunyai kesadaran mengabdkan diri bagi masyarakat desa Kusau 

Makmur yang pernah merasakan bangku perkuliahan. Sehingga banyak 

diantara mereka yang mengabdikan diri untuk menjadi guru, baik ditingkat 

Paud sampai ke SMA se-derajat. 

5. Bidan/Perawat 

 Desa Kusau Makmur saat ini memiliki beberapa Posyandu yang 

ada disetiap dusun di desa tersebut, dan ada juga yang membuka praktek 

sendiri dirumah. Dan setiap dusun mempunyai bidan yang siap menangani 

masalah kesehatan masyarakat Desa Kusau Makmur. Jika tidak tertangani 

maka akan dirujuk kerumah sakit besar yang berada di Bangkinang dan 

Kota Pekanbaru. 
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6. Buruh 

Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa 

Kusau Makmur, maka banyak pula diantara mereka yang menjual jasa dari 

tenaga yang mereka punya, baik itu buruh bangunan maupun perkebunan. 

Berdasarkan rekapitulasi data mata pencarian penduduk desa Kusau 

Makmur adalah sebagai berikut:  

Tabel II.7 

Jumlah Penduduk Desa Menurut Mata Pencaharian 

 

No  Mata Pencaharian Jumlah  

1  Aparat Sipil Negara (ASN) 60 orang 

2  Bidan/perawat 15 orang  

3 Buruh  85 orang 

4 Guru Honor 86 orang  

5 Pedagang  170 orang 

7 Petani  1.160 orang 

8 Wiraswasta/swasta 235 orang 

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021. 

 

E. Keagamaan Masyarakat Desa Kusau Makmur 

Desa Kusau Makmur dalam hal keagamaan terdiri dari berbagai 

macam agama.  

1. Islam 

 Sebagian besar masyarakat di desa Kualu beragama Islam, maka 

tidak heran hampir setiap RT mempunyai Masjid ataupun mushallah. 

masjid dan mushallah itulah menjadi pusat tempat belajar agama oleh 

masyarakat di desa Kusau Makmur, dan sebagai tempat belajar mengaji 

anak-anak.  
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2. Kristen 

 Pada dasarnya masyarakat desa Kusau Makmur adalah pendatang. 

Mereka bukan hanya beragama Islam akan tetapi juga beragama kristen. 

Dengan adanya mereka maka mereka membuat tempat ibadahnya masing-

masing seperti gereja.  

3. Katholik dan Budha 

 Selain Islam dan Krisen masyarakat desa Kusau Makmur juga 

penganut agama Katholik dan Budha. Tetapi masyarakat penganut 

Katholik dan Budha tidak sebanyak masyarakat penganut agama Islam dan 

Kristen sehingga mereka tidak membangun tempat untuk beribadah. 

Walaupun berbagai agama yang ada di desa Kusau Makmur saat ini tetap 

hidup dalam kerukunan umat beragama, dan tidak ada kasus persekusian 

terhadap agama lain, dan mereka saling menghormati dan menghargai 

agamanya masing-masing. 

Berikut jumlah masyarakat penganut agama di Desa Kusau Makmur 

yaitu: 

Tabel II.8 

Jumlah Penganut Agama di Desa Kusau Makmur 

 

No  Agama  Jumlah  

1  Islam  2.512 orang 

2 Kristen  1.365 orang 

3 Katholik 187 orang 

4 Budha 3 orang 

Jumlah 4.067 orang 

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021. 
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F. Pendidikan Masyarakat Desa Kusau Makmur 

Dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, desa Kusau Makmur 

mempunyai jenjang pedidikan  dalam bidangnya, dari tingkat PAUD, TK, SD, 

SMP sampai SMA se-derajat. Ini membuktikan bahwa anak-anak sekolahan 

juga banyak di desa Kusau Makmur, sehingga tersebarlah beberapa sekolah 

yang berada di desa kusau Makmur,  

Sebagian kecil dari masyarakat desa Kusau Makmur lebih memilih 

menimba ilmu pendidikan di pondok pesantren yang berada di beberapa kota 

dan kabupaten lainnya. Sedangkan untuk perguruan tinggi masyarakat desa 

Kusau Makmur lebih banyak memilih di kota Pekanbaru. 

Tabel II.9 

Jumlah Pendidikan di Desa Kusau Makmur 

 

No  Pendidikan Jumlah  

1  Paud/TK 987 orang 

2 SD 1453 orang 

3 SLTP/MTs 728 orang 

4 SLTA/MA 543orang 

5 S1/Diploma 50 orang 

6 Putus Sekolah 75 orang 

7 Buta Huruf 35 orang 

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021. 

G. Kesehatan Masyarakat Desa Kusau Makmur 

Dalam upaya meningkatakan kesehatan masyarakat di Desa Kusau 

Makmur maka Pemerintah Desa Kusau Makmur telah membuat beberapa 

tempat kesehatan dan diadakan kegiatan posyandu dengan tujuan menekan 

kematian bayi, balita dan angka kematian ibu melahirkan. Adapun kegiatan 

yang lainnya yaitu kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, kesehatan 
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lingkungan upaya pencegahan penyakit seperti imunisasi, penyuluhan 

kesehatan keluarga berencana dan lain sebagainya. Selain itu telah 

terdapat juga beberapa tempat pengobatan milik pribadi atau swasta di Desa 

Kusau Makmur. Adapun jumlah sarana kesehatan di Desa Kusau Makmur 

sebagai berikut:  

Tabel II.10 

Jumlah Sarana Kesehatan Desa Kusau Makmur 

No  Sarana Kesehatan Jumlah  

1  Pustu Desa Kusau Makmur 1 unit 

2  Posyandu  4 unit  

4 Praktik bidan 3 unit 

Sumber: Arsip Kantor Desa Kusau Makmur, 2021. 

H. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Kusau Makmur 

Tingkat kepedulian masyarakat desa Kusau Makmur terhadap sesama 

sangat tinggi, baik dalam suka maupun duka, beberapa hal yang menjadi 

cacatan penting bagi penulis amati di lapangan terhadap kepedulian anatar 

sesama: 

1. Kematian atau Kemalangan 

Bukan hanya saudara yang hadir dan ikut melayat jika terjadi 

kematian di masyarakat Desa Kusau Makmur, namun antusias masyarakat 

turut ikut berduka jika salah seorang masyarakat yang meninggal dunia, 

dan sudah menjadi kewajiban mereka turut hadir dalam mendoakannya. 

Masyarakat di desa Kusau Makmur sudah menjadi kebiasaan jika terjadi 

kematian mengadakan tahlilan dan ziarah kubur selama ketiga hari 

kematian dan ketujuh hari setiap sore dan malamnya. Hal ini membuktikan 
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bahwa kesadaran masyarakat desa Kusau Makmur mempunyai kepedulian 

sosial yang cukup tinggi. 

2. Gotong Royong 

Hampir setiap bangunan serbaguna atau tempat ibadah (masjid) 

dibangun secara bersama-sama atau gotong royong. Tidak ada paksaan 

sebenarnya bagi masyarakat desa Kusau Makmur untuk mengikuti gotong 

royong tersebut, undangan hanya melalui himbauan dari pengurus masjid. 

Bahkan untuk biaya pembangunan juga di dapatkan dari masyarakat desa 

Kusau Makmur dan ada uang infak khusus pembangunan mesjid 

dikumpulkan kebendahara masjid yang di percaya sebagai pemegangnya. 

Di Desa Kusau Makmur juga mengadakan Gotong Royong untuk 

memperbaiki jalan yang rusak. 

3. Perkawinan 

Berhubung masyarakat di desa Kusau Makmur adalah pendatang, 

maka jika ada acara perkawinan mereka lebih memilih untuk mengikuti 

adat mereka masing-masing, misalnya suku jawa mereka 

menyelenggarakan acara pernikahan dengan menggunakan adat jawa, 

begitu juga dengan suku batak, sunda maupun suku lainnya. 

Tetapi dengan begitu membuat masyarakat yang menyaksikan tetap 

menghormati dan mengikuti acara dengan baik dan para tetangga ikut serta 

dalam mempersiapkan acara tersebut dan menjadikan sebagai pengalaman 

dengan berbedanya suku dan budaya di masyarakat desa Kusau Makmur. 
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Hal ini membuktikan bahwa kepedulian dan sosial masyarakat 

Desa Kusau Makmur sangat tinggi dengan sesama tetangga, dan 

menganggap seperti keluarga karena mereka adalah sama-sama perantau 

yang jauh dari kerabatnya. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Perkawinan 

Nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampur. Sedangkan 

menurut istilah syara’adalah akad ijab-kabul dari seorang laki-laki kepada 

seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan 

sejahtera dibawah naungan ridho Ilahi.
14

 Menurut aturan agama, akad nikah 

harus diucapkan dengan kata-kata yang sharih yang menunjukkan maksud 

nikah. 

                       

      
Artinya:“Maka nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik menurut 

pendapatmu, boleh dua, atau Tiga, atau empat orang. Tetapi 

apabila kamu khawatir bahwa kamu tidak akan adil, maka 

nikahilah seorang saja” 

 

Menurut ulama fiqh nikah adalah melakukan suatu akad perjanjian 

untuk mengikatkan diri antara laki-laki dengan perempuan serta menghalalkan 

hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan 

bersama demi terwujudnya rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah 

SWT.
15
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 Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi’I, Buku 2: Muamalat, 

Jinayat, Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal 250 
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 Abdul Wasik dan Samsul Arifin, Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realita, (CV: 
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Menurut Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 pengertian 

perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebangai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
16

  

 

B. Pernikahan dini 

Pernikahan dibawah umur atau juga disebut pernikahan dini. Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia dini berarti “pagi sekali, sebelum waktunya”.
17

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah 

yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang 

disebutkan dalam undang-undang perkawinan. 

Istilah pernikahan dini dikaitkan dengan  waktu atau usia pernikahan. 

Maka, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia dibawah 

umur (kedua-duanya atau salah satunya) dikatakan sebagai pernikahan usia 

dini. Usia dini adalah usia yang sangat belia dan masih digolongkan kategori 

anak-anak atau praremaja. 

Bidang kedokteran memiliki sudut pandang bahwa terdapat dampak 

negatif terhadap kesehatan dan ibu yang melakukan pernikahan dini. 

Kehamilan yang dialami para ibu muda rentan menimbulkan kematian bagi 

calon anak dan ibunya. Para sosiolog juga menambahkan bahwa pernikahan 
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 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974  
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 Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008), hal 33 
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dini juga dapat berpengaruh terhadap harmonisasi keluarga kelak, Sifat labil 

dan masih belum matang secara mental dinilai menjadi pemicunya.
18

  

Batas usia perkawinan dalam hukum Islam, dalam hadis maupun Al-

qur’an tidak ada penyebutan atau pembahasan secara khusus mengenai berapa 

batas usia perkawinan, salah satu hadis Nabi yang berbunyi: 

عَنْ عَبْدِ اَلِله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُول اَلِله : ياَ مَعْشَرَ الَشَبَابِ , مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَ لْيَتَ زَوجْ, فَإنهُ أغَض للِْبَصَرِ , وَأحْصَنُ للِْفَرجِْ , وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيهِ باِ لصَوْمِ ؛ فَإنهُ لَهُ 

 وِجَاَء
Artinya: dari Abdullah Bin Mas’ud, beliau berkata, Rasulullah Saw berkata 

kepada kami, “wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu 

menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya ia menikah. Karena hal 

itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. 

Siapa yang tidak mampu, hendaknya ia berpuasa, karena puasa 

dapat meringankan syahwatnya”. 

 

Dalam batasan perkawinan menurut hukum Islam beberapa ulama 

memiliki perbedaan pendapat, yang antara lain adalah: 

1. Menurut Ibnu Katsir, sampainya waktu perkawinan adalah “cukup umur 

atau cerdas”. Adapun baligh adalah “bermimpi dalam tidurnya yang 

menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak”. 

Pendapat Ibnu Katsir tentang sampainya waktu umur untuk perkawinan 

tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur dan kecerdasan. 

2. Menurut Rasyid Ridho Bulugh al-nikah berarti “ sampainya seorang 

kepadanya usia untuk melangsungkan perkawinan, yakni sampai 

bermimpi”. Diusia ini dikatakan seseorang sudah bisa melahirkan anak. 
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Sehingga tergerak hatinya untuk menikah, beliau menitik beratkan pada 

segi mental, yakni dlihat dari sikap dan prilaku seseorang. 

3. Jika melihat pemikiran ulama klasik seperti Maliki, Syafi’I, Hambali, dan 

Hanafi, mereka tidak mensyaratkan mumayyiz ataupun kedewasaan bagi 

calon mempelai, bagi mereka akil baligh saja sudah cukup. Kebijakan ini 

bukan tanpa alas an akan tetapi, disamping kenyataan bahwa tidak adanya 

ayat al-quran yang yang secara jelas mengatur tentang batas usia 

perkawinan. Ulama fiqh klasik berpendapat orang yang akan 

melangsungkan perkawinan telah baligh dilihat dari fisiknya, laki-laki 

telah mengalami mimpi basah dan perempuan menstruasi.
19

 

Salah satu syarat aqil baligh adalah adanya sifat rasyid (orang yang 

adil dan ikhlas dalam tingkah laku dan perbuatan)  atau kecendekiaan 

(pandai atau cerdik dalam bidang ilmu). Secara sederhana, orang yang 

memiliki sifat rasyid mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang 

sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara, dapat menimbang 

baik dan buruk dengan ilmu yang memadai, memiliki kemampuan untuk 

memilih yang lebih penting dari yang kurang penting, serta dapat bersikap 

mandiri. Salah satu hal yang dianggap dapat menjadi penanda telah adanya 

sifat rasyid adalah kemampuan untuk men-tasharuf-kan harta dengan baik. 

Artinya, salah satu hal yang menandakan kedewasaan seseorang adalah 

                                                             
19

 Nur Hikmah, Dzulfikar Rodafi, “ Batas Usia Perkawinan Dalam Persfektif Hukum 

Islam Dan Hukum Positif”, Hikmatina: Vol. 2, No.3, 2020, hal 7.   



30 

 

 

 

manakala ia mampu membelanjakan hartanya dengan baik, mengatur 

keuangan, dan memakai anggaran keuangannya dengan baik.
20

 

 

C. Hukum Perkawinan  

Meskipun pada dasarnya Islam mengenjurkan untuk kawin, namun 

apabila ditinjau dari keadaan melaksanakannya, perkawinan dapat berlaku 

hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan adalah 

sebagai berikut: 

1. Wajib 

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai 

keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan 

serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, akan mudah tergelincir untuk 

berbuat maksiat. 

2. Sunnah 

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan 

kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, teapi apabila tidak 

segera menikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. 

3. Haram 

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan 

serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul 
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 Muhammad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, Cet ke-1, (Gema Insani Press, 

2002), hal 47. 
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kewajiban-kewajiban hidup pernikahan, dan apabila kawin juga berakibat 

akan menyusahkan istrinya. 

4. Makruh 

Perkawinan hukunya makruh bagi orang yang sudah mampu dari 

segi materil, cukum mempunyai daya tahan mental dan agama sehingga 

tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai 

kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap 

istrinya, meskipun tidak tergolong menyusahkan istri; misalnya calon istri 

tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan 

menikah. 

5. Mubah 

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, 

tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan 

apabila kawinpun tidak merasa khawatir menyia-nyiakan kewajiban 

kepada istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan 

kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga 

keselamatan hidup bersama.
21

 

 

D. Tujuan Pekawinan 

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi 

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera 

dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota 
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keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga 

timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.
22

  

Manusia diciptakan Allah SWT, Mempunyai naluri manusiawi yang 

perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusia antara lain keperluan 

biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan 

kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan. Ada 

dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan 

memenuhi petunjuk agama. 

Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surah Ali 

Imran: 

                       

Artinya: “ dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak “ 

Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan 

perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: 

1. Mendapat dan melangsungkan keturunan 

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya 

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan 
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4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 

serta kewajiban, juga bersunggung-sungguh untuk memperoleh harta 

kekayaan yang halal. 

5. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenanga hidup dan 

rasa kasih sayang.
23

 

Pernikahan tidak hanya mengikat hubungan antara suami dan istri, 

tetapi juga mengikat hubungan keluarga suami dan istri yang hidup di 

lingkungan masyarakat sekitar. Dengan ikatan pernikahan ini, persaudaraan 

dalam masyarakat akan semakin erat. Keeratan hubungan lingkungan 

masyarakat akan menjadikan kehidupan semakin tentram dan damai.
24

 

Pernikahan adalah jalinan hubungan dalam membangun rumah tangga 

yang dibenarkan syariat Islam. Allah swt berfirman Q.S ar-Rum:21
25

 

                     

                        

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 

 

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik. 

Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh 
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  Ma’sumatun Ni’mah, Pernikahan Dalam Syariat Islam, (Cempaka Putih, Klaten, 

2019), hal 21 

25
    Al-Quran Surah ar-Rum: 21                                       



34 

 

 

 

keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis 

akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan 

para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga 

mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap 

untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini 

lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya.26 

Dalam hal umur dikaitkan dengan perkawinan, memang tidak adanya 

ukuran yang pasti, kalau sekiranya ada, hanyalah berupa patokan yang tidak 

bersifat mutlak, karena hal tersebut bersifat subjektif, masing-masing individu 

mungkin mempunyai ukuran sendiri-sendiri. Namun demikian, untuk 

memberikan jawaban persoalan umur berapakah merupakan umur yang ideal, 

dapat dikemukakan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan yaitu: 

1. Kematangan fisiologis atau kejasmanian. Bahwa untuk melakukan 

tugas sebagai akibat perkawinan dibutuhkan keadaan kejasmanian yang 

cukup matang, cukup sehat. Pada umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 

tahun bagi pria kematangan ini telah tercapai. 

2. Kematangan psikologis. Seperti diketahui banyak yang timbul dalam 

perkawinan yang membutuhkan pemecahannya dari segi kematangan 

psikologis ini. Adanya kebijaksanaan dalam keluarga menuntut adanya 

kematangan psikologis. Kematangan ini pada umumnya dapat dicapai 

setelah umur 21 tahun. 
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3. Kematangan sosial, khususnya sosial ekonomi. Karena hal ini yang 

menyangga dalam memutar roda keluarga sebagai akibat pernikahan. Pada 

umur yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan 

dalam hal sosial ekonomi. 

4. Tinjauan masa depan. Pada umumnya keluarga menghendaki keturunan, 

yang dapat melangsungkan keturunan keluarga itu. Disamping itu umur 

manusia terbatas, yang pada suatu waktu manusia akan mengalami 

kematian, orang tua tidak akan sampai hati bila anaknya atau keturunannya 

menghadapi kesengsaraan pada waktu orang telah cukup usia. Oleh karena 

itu, pandangan kedepan perlu dipertimbangkan dalam perkawinan. 

5. Perbedaan perkembangan antara pria dan wanita. Bahwa 

perkembangan pria dan wanita tidak sama, seorang wanita yang umurnya 

sama dengan seorang pria, tidak berarti bahwa kematangan segi psikologis 

juga sama. Sesuai perkembangannya. Pada umumnya wanita lebih dahulu 

mencapai kematangan dari pada pria. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbnagan tersebut, dan mengingat 

peranan suami dalam memberikan pengarahan lebih menonjol, maka umur 

yang ideal untuk melangsungkan perkawinan pda wanita sekitar 23-24 tahun, 

sedangkan pada pria sekitar 26-27 tahun. Pada usia tersebut pada umumnya 

telah dicapai kematangan kajasmanian, dan psikologinya.
27
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E. Dampak pernikahan dini 

1. Dampak negatif pernikahan dini. Adapun dampak negatif yang dapat 

ditimbulkan dari pernikahan dini antara lain: 

a. Dampak  psikologis 

Sebuah pernikahan tentu tak luput dari masalah. Mulai dari 

masalah yang sederhana hingga kompleks sekaligus. Hal ini tentunya 

akan sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis pasangan yang 

memutuskan menikah muda. Mereka yang melakukan pernikahan 

muda umumnya masih berada pada usia mental yang belum matang. 

Ketidakmatangan inilah yang pada akhirnya kerap memberikan efek 

negatif bagi pelakunya.
28

 

1) Depresi 

Pelaku pernikahan dini rentan mengalami depresi. Hal ini 

berkaitan dengan usia mereka yang masih labil, dimana mental dan 

kepribadiannya belum matang. Seseorang yang belum cukup usia, 

umumnya tak cukup tangguh untuk dibebani masalah anak, konflik 

keluarga, sampai dengan tekanan ekonomi. Beban-beban tersebut 

tidak bisa dipungkiri dapat menjadi pemicu seseorang mengalami 

depresi. Hal yang memicu pelaku pernikahan dini menjadi depresi 

yaitu belum sanggup mengurus anak, konflik keluarga, perceraian 

dini, dan penyesalan berlarut-larut.
29
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2) Disharmoni keluarga 

Dari aspek psikologi, pernikahan dini dapat menimbulkan 

disharmoni keluarga. Hal ini mengingat pelaku masih berada dalam 

fase peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada 

masa peralihan inilah mereka belum memiliki kepribadian dan cara 

pikir yang matang sehingga rentan menjadi konflik. Kemudian 

konflik ini menjadi dampak pada terganggunya keharmonisan 

keluarga. Bahkan pernikahan dini di klaim sebagai salah satu 

penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan juga tingginya 

tingkat perceraian.
30

 

3) Gila 

Dampak dari praktik pernikahan dini, baik paksaan maupun 

tidak, bisa menjadikan orang yang terlibat di dalamnya mengalami 

gangguan jiwa. Hal ini mengingat bahwa sebuah pernikahan 

bukanlah keputusan yang kecil. Pernikahan dapat memberikan 

perubahan besar bagi kehidupan manusia. Di dalam pernikahan itu 

sendiri ada banyak sekali tuntutan dan aturan yang bisa saja justru 

menjadi bencana bagi pelakunya. Oleh karena itu tidak heran jika 

pelaku yang masih  bawah umur akan rentan mengalami tekanan 

emosi akibat kestabilan jiwa yang belum matang. 
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4) Trauma 

Salah satu dampak dari pernikahan dini adalah pelaku 

mengalami trauma psikis yang berkepanjangan. 

b. Dampak  biologis 

Sebuah pernikahan akan selalu melibatkan aktivitas seks di 

dalamnya. Tidak terkecuali pernikahan dua anak manusia yang masih 

berusia di bawah batas umur standar pernikahan. Oleh karena itulah, 

pernikahan dini berpeluang besar memberikan dampak biologis bagi 

pelakunya, terlebih dari perempuan. 

1) Kehamilan berisiko 

Menurut medis, hamil di bawah usia 16 bahkan 19 tahun 

memiliki resiko yang besar di bandingkan kehamilan dengan usia 

di atas 20 tahun. Bahkan sebuah sumber mengatakan bahwa 

melahirkan di bawah usia 15 tahun memiliki resiko meninggal 

dunia 5 kali lebih besar saat melahirkan. Hal ini sejalan dengan 

tingginya angka kematian ibu salah satunya di sumbangkan oleh 

oleh fackor pernikahan dini.
31

 

2) Merugikan sel reproduksi wanita 

Pada usia belasan, kebanyakan perempuan sudah 

mengalami menstruasi bahkan sudah bisa hamil. Akan tetapi 

sebenarnya organ intim mereka masih dalam proses kematangan. 

Maka apabila terlibat dalam pernikahan dini yang mengharuskan 
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terjadinya prilaku seksual, ini akan merugikan kesehatan 

reproduksi mereka. Apalagi jika sampai hamil. Prilaku seksual 

yang dipaksakan dapat membuat organ reproduksi mereka 

mengalami trauma, perobekan yang besar bahkan infeksi yang 

berbahaya.
32

  

3) Kesehatan anak yang dilahirkan terganggu 

Sebenarnya resiko kehamilan di usia muda tidak tidak 

hanya mengancam keselamatan ibu, tapi juga calon bayi mereka. 

Hal ini disebabkan karena kesehatan ibu yang lemah berpengaruh 

terhadap perkembangan janin. Maka wajar jika calon bayi yang 

dikandung ibu muda berisiko lahir dengan berat badan rendah, 

cedera saat lahir, premature, atau bahkan gugur dalam kandungan. 

4) Resiko kekerasan seksual meningkat 

Pernikahan dini menyumbang tingginya angka kekerasan 

seksual. Hal ini diperkuat oleh sebuah studi yang menunjukkan 

bahwa perempuan yang menikah pada usia dibawah 18 tahun 

cenderung mengalami kekerasan seksual dari pasangannya, 

mengapa demikian? Karena kurangnya pengetahuan dan posisi 

yang lemah membuat perempuan di usia muda mengalami 

kesulitan dalam menolak hubungan seks. Padahal organ reproduksi 

mereka belum cukup matang untuk menerima perlakuan seksual.
33
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2. Dampak positif terhadap pernikahan dini sebagai berikut: 

a. Berfikir lebih dewasa, orang yang telah menikah cenderung memiliki 

pemikiran yang lebih dewaaa dalam tindakan dan prilaku. 

b. Lebih mandiri 

c. Menghindari perzinaan. Berdasarkan tren kencan pasangan remaja, 

anak muda mencapai tingkat mengkhawatirkan karena sering kali 

mereka tidak mengindahkan norma-norma oriental bahkan agama. Dan 

pernikahan dini juga dapat menjadi upaya untuk meminimalkan 

tindakan-tindakan negatif. 

d. Dengan kehadiran anak-anak, banyak pelajaran, kesabaran yang lebih 

diasah, motivasi untuk mencari ilmu yang lebih tinggi, memiliki rasa 

tanggung jawab.
34

 

3. Faktor terjadinya pernikahan dini antara lain: 

a. Faktor ekonomi 

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan 

ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk 

melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi 

bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan 
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mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat 

mengatasi kesulitan ekonomi.
35

 

b. Orang tua 

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini dapat juga disebabkan 

karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang 

tua menikahkan anaknya secara dini, karena kuatir anaknya terjerumus 

dalam pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin 

melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan 

anaknya dengan relasi atau anaknya relasi tersebut, menjodohkan 

anaknya dengan anak saudara dengan alas an agar harta yang dmiliki 

tidak jatuh ke orang lain, tetapi akan tetap dipegang oleh keluarga. 

c. Kecelakaan (married by accident) 

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan 

hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan 

pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. 

Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab 

untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, 

sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena 

mereka belum siap lahir dan batin. 
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d. Kebiasaan dan adat istiadat setempat 

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin 

menambah prosentase  pernikahan dini di Indonesia. Misalnya 

keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada 

putrinya walaupun masih dibawah 18 tahun terkadang dianggap 

penyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan 

putrinya.
36

 

e. Pendidikan 

Rendahnya pendidikan orang tua sangat mempengaruhi prilaku 

mereka untuk segera untuk menikahkan anak-anaknya. Mereka 

beranggapan untuk anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi 

karena nanti kerjanya hanya sebagai ibu rmah tangga. Selain itu putus 

sekolah juga menjadi penyebab perkawinan dibawah umur. Apabila 

anak sudah tidak sekolah lagi, maka orang tua segera 

menikahkannya.
37

 

 

F. Hak dan kewajiban suami istri 

Adapun yang dimaksud hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang 

dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang 

mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri 

dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak. 
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Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri 

mempunyai beberapa kewajiban.
38

 

1. Hak dan kewajiban istri terhadap suami 

a. Hak-hak istri terhadap suami 

Istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, 

yaitu mahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan 

harta benda, yaitu interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak 

seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami 

terhadap istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-

Baqarah:233
39

 

                    

Artinya: “ dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada 

Para ibu dengan cara ma'ruf” 

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa islam menginginkan 

pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui 

akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjadi keharmonisan di antara 

suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga 

masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga.
40

 

Dan Allah berfirman dalam surah an-Nisa’ 
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Artinya: “Dan gaulilah mereka secara patut.” (QS. An-Nisa’: 19) 

Maksud dari ayat ini, suami harus memperlakukan istri dengan 

adil, baik dalam urusan giliran bermalam (bagi laki-laki yang 

berpoligami), jatah nafkah, maupun dalam bersikap. Allah juga 

berfirman dalam QS. Al-Baqarah:228
41

 

                        

Artinya: “dan  mereka Para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi 

Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 

isterinya” 

Dan diantara hak-hak istri atas suaminya adalah sebagai berikut: 

1) Mendapat perlakuan dengan cara yang ma’ruf dari suami. 

Perlakuan ma’ruf yaitu penuh kasih sayang, cinta, tidak berbuat 

kasar, dan lain-lain. Termasuk kedalam perbuatan yang ma’ruf 

adalah memberi nafkah (pakaian, makanan dan minumnya, serta 

perumahan yang layak sesuai kemampuan), berbuat baik terhadap 

istri, menghormati istri, dan semacamnya.  

2) Mendapat maaf dari suami apabila berbuat kesalahan. Termasuk 

hak istri atas suami adalah memperoleh maaf saat melakukan 
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kekhilafan. Dalam hal ini, suami harus bersabar dari celaan istri 

dan mau memaafkannya apabila melakukan kekhilafan. 

3) Mendapat penjagaan dan pemeliharaan dari hal yang dapat merusak 

dan mencemarkan kehormatannya. Hak istri terhadap suami ini 

sekaligus menjadi penguat bahwa laki-laki memiliki tanggung 

jawab besar terhadap istrinya. 

4) Tidak diperlakukan dengan keras karena umumnya wanita itu 

mudah patah hatinya dan lekas menjadi kesal. 

5) Mendapat pendidikan agama dari suami. Dalam hal ini, suami 

berkewajiban mengajarkan agama kepada istrinya. Tapi, jika suami 

tidak mempunyai kemampuan untuk mengajarkan agama pada istri, 

maka suami harus mengizinkan istri untuk menghadiri majelis 

ta’lim.
42

 

b. Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami 

Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut: 

1) Taat dan patuh kepada suami, kecuali dalam hal kemaksiatan; 

2) Menjaga harta suami dengan baik, termasuk mengatur dan 

mengurus rumah dengan baik; 

3) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman; 

4) Menghormati keluarga suami; 

5) Tidak bermuka masam kepada suami, tetapi selalu tersenyum 

kepadanya terutama saat suami pulang kerja; 
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6) Menjaga kehormatan diri dan harta suami saat suami tidak 

dirumah; 

7) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk lebih 

maju; 

8) Mensyukuri setiap nafkah yang diberikan kepada suami, tanpa 

melihat besar dan kecilnya; 

9) Selalu berhemat dan menabung, atau mampu mengatur kondisi 

keuangan keluarga dengan baik; 

10) Hanya berhias di depan suami.
43

 

2. Hak dan kewajiban suami terhadap istri 

a. Hak suami atas istri 

 Dan diantara hak-hak istri atas suaminya adalah sebagai berikut: 

1) Kepemimpinan laki-laki atas wanita 

Allah melebihkan suami atas istrinya karena memberikan mahar 

kepadanya, memberikan mahar kepadanya, memberikan nafkah 

dan mencukupi pangannya. Karena itu kaum laki-laki menjadi 

pemimpin atas wanita untuk melaksanakan urusannya yang 

diamanahkan oleh Allah.
44

 

2) Ia mempnyai hak untuk mengucilkannya, jika tidak menunaikan 

nasihatnya kepadanya 

                                                             
43

 Ibid, hal 127 

44
 Abu Malik Usamah Bin Kamal Bin Abdurraziq, Panduan Lengkap  Nikah Dari A 

Sampai Z, Cet ke-1, (Jakarta: Daarul Wathan, 2019), hal 363 



47 

 

 

 

3) Suami berhak memukulnya, jika tidak melaksanakan perintahnya 

setelah dinasehati dan dikucilkan 

4) Hak suami atasnya ialah istri tidak mengizinkan seseorang 

memasuki rumah suaminya kecuali dengan seizinnya 

5) Suami lebih besar haknya atas istrinya dibanding kedua orang 

tuanya 

6) Jika ia memanggil istrinya ke tempat tidur maka tidak boleh 

menolaknya walaupundalam kesibukan 

7) Suami berhak ditaati oleh istrinya selama tidak dalam kemaksiatan. 

8) Qana’ah artinya merasa cukup dengan barang yang ada tidak 

berkeluh kesah, melankan tetap gembira menerima kadar yang 

diberikan oleh Allah dalam kehidupan.
45

 

b. Kewajiban suami terhadap istri 

Berikut adalah kewajiban-kewajiban suami terhadap istri yang 

wajib ditunaikan adalah sebagai berikut: 

1) Membayar mahar, kewajiban paling utama suami terhadap istrinya 

adalah membayar mahar, karena mahar sifatnya harus. Seorang 

suami harus membayar mahar yang telah dsepakati dan dsebutkan 

dalam ijab-kabul. 

2) Memberi nafkah, nafkah disini ada dua, yaitu nafkah lahir dan 

nafkah batin. Keduanya harus ditunaikan oleh suami, dan 

merupakan kewajibab sebagai seorang suami.
46
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3) Menggauli istri dengan cara ma’ruf, kewajiban ini bersifat non 

materil seperti: 

a) Sikap menghargai, menghormati dan perlakuan-perlakuan yang 

bak, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang 

agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. 

b) Melindungi dan menjaga nama baik istri 

c) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri. 

d) Wajib memuliakan istri, karena dengan memuliakan istri akan 

menambah rezeki dan Allah akan mencukupkannya.
47

 

4) Bersikap setia, suami menjadi teman istri, dan istri menjadi teman 

suaminya. Istri membantu suami yang sedang kesusahan, dan 

suami bersikap setia terhadap istri, baik dalam keadaan senang 

maupun susah.
48

 

c. Hak-hak bersama antara suami istri 

1) Penghalalan hubungan suami istri 

Masing-masing suami istri berhak bersenang-senang dengan 

pasangannya karena memenuhi fitrah dan mencari keturunan 

merupakan tujuan yang tinggi dari hubungan perkawinan 
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2) Mu’asyarah dengan baik 

Wajib bagi suami istri saling mempergauli pasangannya dengan 

baik.
49

 

3) Hubungan muhrim akibat perkawinan 

4) Saling mewarisi 

Sebab akad yang sah mengakibatlkan terjadi hal saling mewarisi 

antra suami istri 

5) Ketetapan menyangkut masalah keturunan. 
50

 

 

G. Pengaruh Usia Perkawinan terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri  

Pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan 

seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, 

psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual 

terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi, juga 

turut menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Usia pernikahan yang 

terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena 

kurang kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.
51

  

Usia pernikahan sangat berpengaruh terhadap kewajiban-kewajiban 

suami istri yang harus dijalankan, pada umumnya menikah di usia dini belum 

siap untuk menanggung segala beban yang ada dalam kehidupan rumah 
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tangga. Seperti kewajiban seorang istri dalam mengurus dan mendidik anak. 

Seorang ibu yang masih remaja sebenarnya belum memiliki kesiapan untuk 

menjadi seorang ibu yang sesungguhnya. Karena minimnya keterampilan 

mengasuh anak. Sifat ibu muda yang memiliki emosi yang kurang stabil, 

minumnya persiapan psikologis menghadapi dab menyelesaikan konflik-

konflik yang dialami, akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial 

anak. 

Pengaruh dari perkawinan dibawah umur begitu luas, bukan hanya 

bagi anak, melainkan pula bagi orang tua laki-laki dan perempuan, lingkungan 

masyarakat, bahkan negarapun akan terkena dampak atas perkawinan dibawah 

umur berupa problem sosial seperti pengangguran, perceraian, dan 

kemiskinan.
52

 

Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini 

menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi 

secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk 

mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan kematangan fisik yang datang 

lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan 

timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. 

Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berpengaruh pada beberapa 

aspek adalah sebagai berikut: 

1. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum 

matang bagi pasangan muda tersebut. 
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2. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga 

3. Pernikahan dini mempunyai hubungan dengan kependudukan. Yang 

menyebabkan laju pertumbuhan yang sangat cepat yang disebabkan 

batasan umur yang rendah bagi perempuan 

4. Kemiskinan akan sangat memungkinkan terjadi. Karena dua orang anak 

yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup 

atau belum bekerja. 

Hal lain yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya pernikahan 

adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, mengambil keputusan, serta 

bagaimana menghadapi konflik. Juga yang menyebabkan hancurnya 

perkawinan adalah karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak 

mampu mengolah emosi dengan baik. Salah satu akibatnya adalah seseorang 

tidak sabar dalam menerima proses perubahan dari pasangan.
53

 

 

H. Undang-Undang Perlindungan Anak 

1.  Latar belakang undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan 

anak 

Undang-undang perlindungan anak disahkan pada tanggal 22 

Oktober 2002 oleh presiden Megawati Soekarno putri di Jakarta. Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diundangkan 

pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Bambang Kesowo, Sekretaris Negara 

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
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Perlindungn Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan penjelasan atas undang-undang23 

tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ditempatkan dalamTambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, agar seluruh rakyat 

Indonesia mengetahuinya. 

 Sebagaimana kita ketahui bersama undang-undang Perlindungan 

Anak Nomor 23 tahun 2002 kemudian diubah dengan undang-undang 

Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

 Pertimbangan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak adalah: 

a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan 

tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang 

merupakan hak asasi manusia 

b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 

Negara Republik IndonesiaTahun 1945. 

c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-

cita perjuangan bangsa memliki peran strategis, ciri dan sifat khusus 

sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak 

manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi 

manusia. 
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Udang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-undang ini 

menegaskan bawa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan 

secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian 

kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun 

sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik 

bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, 

tangguh memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai 

pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa 

dan negara.
54

 

2. Pelanggaran terhadap undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang 

perlindungan anak 

Sesuai dalam pasal 1 undang-undang No.35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang dalam 

usianya masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. Pada masa usia-usia tersebut anak 

tentu memerlukan bimbingan dan perlindungan dari berbagai pihak, 

khususnya orang tua. Perlindungan terhadap anak merupakan usaha 

menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak mereka. Peran orang tua 

dalam melakukan perlindungan terhadap anak dalam hal mendidik dan 
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membimbing anak merupakan langkah yang paling nyata untuk mencegah 

pernikahan dini. peran orang tua begitu dominan dalam usaha menikahkan 

anaknya.
55

 

3. Peraturan perkawinan dibawah umur menurut undang-undang 

perlindungan anak 

Undang-undang perlindungan anak sebaga instrument Hak Asasi 

Manusia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum untuk 

kawin selain menegaskan definisi anak sebagaimana tercantum bahwa 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. Namun apabila dikaji maka secara tidak 

langsung undang-undang perlindungan anak menetapkan bahwa batas usia 

minimum seseorang untuk bisa kawin adalah minimal pada saat berumur 

18 tahun atau lebih.
56

 

Pada konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum pada 

pasal 26 ayat 1 poin c undang-undang perlindungan anak yang 

menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk 

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pada presfektif hak 

anak pencantuman kalimat tersebut suatu keharusan yang harus menjadi 

perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa kawin 

dalam usia yang masih tergolong anak, dlihat dari aspek hak anak, mereka 
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akan terampas hak-haknya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 sampai 

dengan pasal 18 undang-undang perlindungan anak seperti hak bermain, 

hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan 

pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa mini.
57

 

4. Urgensi perlindungan anak dalam pernikahan dibawah umur 

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus 

senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, 

martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. 

Dalam melakukan perlindungan anak dilakukan peran Negara, orang tua, 

keluarga, masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga 

keagamaan dan lain sebagainya.  Pasal 26 Undang-undang No. 35 tahun 

2014 tentang perlindungan anak menyebutkan:  

a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

1) Mengasuh, memelihara, mendidik,dan melindungi anak; 

2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat 

dan minatnya; 

3) Mencegah perkawinan pada usia anak; dan 

4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti 

pada anak. 

b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, 

atau karena sesuatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan 

tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang 
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dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang 

dlaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa 

pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan 

negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus 

menerus demi terlindunginya hak-hak anak, baik fisik, mental, spiritual 

maupun sosial. 

Diantara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah 

tentang  pernikahan anak dibawah umur. Pada prinsipnya pernikahan anak 

dibawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir 

dengan perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, pernikahan 

anak dibawah umur dianggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan paradigma 

tersebut, diantara upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak agar 

tidak terjebak dalam pernikahan anak di bawah umur harus diwaspadai 

secara serius.
58

 

Pada setiap kehidupan rumah tangga pasti semua pasangan 

memiliki tujuan agar keluarganya kelak sejahtera dan terhindar dari 

permasalahan yang dapat mengganggu hubungan tersebut. Namun, dalam 

setiap kehidupan rumha tanga pasti ada bumbu-bumbu permasalahan yang 

harus dihadapi. Apabila permasalahan timbul maka sikap dan prilaku dari 

kedua pasangan tersebut yang dapat menyelesaikannya. Kedewasaan 

sebuah pasangan merupakan faktor penting yang harus suami istri miliki 
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dalam membina hubungan rumah tangga. Faktor kedewasaan inilah yang 

tidak dimiliki oleh  pasangan dibawah umur.
59

  Walgito menjelaskan 

bahwa perkawinan yang masih terlalu muda dapat mengundang masalah 

yang tidak diharapkan keberadaannya, sebab dari segi psikologinya masih 

belum matang yaitu kecemasan dan bahkan menimbulakan stres. 

Kecemasan tersebut timbul ketika mereka tidak mampu menangani sebuah 

permasalahan.
60

 

Dari segi pelakunya, pernikahan anak dibawah umur dapat dibagi 

dua macam, pertama pernikahan anak dibawah umur dengan orang 

dewasa, kedua pernikahan sesama anak dibawah umur. Menikahi anak 

dibawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan 

eksploitas terhadap anak dan bisa merusak cara berfikir anak. Sedangkan 

pernikahan sesama anak dibawah umur cenderung karena pergaulan anak 

dan opini yang berkembang ditengah masyarakat, tentu hal ini lebih parah 

bagi masa depan anak. Meskipun demikian, pernikahan dibawah umur 

dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi 

nikah.
61

 

Didalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 

tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa: anak adalah seseorang yang 
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berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan.
62

 

Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya 

diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh berkembang 

dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitas dan 

penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, 

sosial dan budaya. 

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang No.35 

tahun 2014 tentang perlindungan anak meliputi: 

a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara 

wajar sesua dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak 

indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (pasal 4) 

b. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan 

bakatnya. (Pasal 9) 

c. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan 

anak yang sebaya, bermain, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat 

kecerdasannya demi pengembangan diri (pasal 11). 

d. Setiap anak selama masih  dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 

pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak 

mendapatkan perlindungan dari prilaku diskriminasi.
63
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. persepsi atau pendapat masyarakat tentang pernikahan dini sebagian besar 

berpendapat bahwa mereka tidak mempermasalahkan adanya pernikahan 

dini karena memang dalam Islam tidak dijelaskan secara tegas tentang 

berapa batas usia perempuan dan laki-laki untuk menikah. tetapi hanya 

berpatokan baligh adalah salah satu syarat untuk menikah. dan mereka 

menganggap bahwa menikahkan anaknya lebih cepat maka akan lebih 

baik, dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

2. Pernikahan dini di Desa Kusau Makmur tidak berdampak buruk bagi 

pasangan yang melakukan pernikahan dini dan Pelaksanaan undang-

undang perlindungan anak belum sepenuhnya mereka jalankan dengan 

baik di masyarakat Kusau Makmur.  Karna sebagian besar masyarakat 

yang menikah seharusnya masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab 

orang tua  

 

B. Saran 

Berdasarkan dari penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti 

menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli yang peduli terhadap 

masyarakat Desa Kusau Makmur dalam membimbing masyarakat dalam 
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pernikahan khususnya bagi pasangan muda yang memilih untuk menikah 

muda. 

1. Kepada tokoh-tokoh pemerintahan, Desa Kusau Makmur agar lebih 

intensif memberikan penyuluhan, khususnya mengenai dampak negatif 

dari perkawinan dibawah umur. Walaupun di masyarakat tersebut 

tergolong dari jauhnya dampak negatif tersebut  tetapi alangkah baiknya 

jika jumlah angka pasangan muda menikah diperkecil agar tidak terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan. 

2. Kepada orang tua agar lebih membimbing dan memberikan pendidikan 

yang maksimal  terhadap anaknya agar anak tersebut tidak terpengaruh 

dengan lingkungan atau budaya setempat tentang maraknya pernikahan 

dini. Karena salah satu faktor terjadinya pernikahan dini adalah putus 

sekolah. Dan memberikan pengetahuan terhadap anak tentang dampak 

negatif dari pernikaha dini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Berapa usia bapak/ibu ketika menikah? 

2. Apa alasan bapak/ibu memilih untuk menikah diusia dini? 

3. Bagaimana reaksi orang tua ketika bapak/ibu pertama kali ingin menikah? 

4. Apakah bapak/ibu menikah dini karena faktor orang tua atau karena faktor 

lain? 

5. Bagaimana keadaan keluarga bapak/ibu hingga saat ini, adakah dampak 

yang dirasakan dari pernikahan dini? 

6. Bagaimana proses saat ibu melahirkan, adakah dampak buruk yang terjadi 

disaat ibu melahirkan diusia yang masih muda? 

7. Sebagai orang tua apakah ibu menyetujui anak ibu melakukan pernikahan 

dini? 

8. Bagaimana ibu pertamakali mengetahi anak ibu meminta izin untuk 

menikah dini? 

9. Apakah ada dampak yang ditimbulkan anak ibu yang melakukan 

pernikahan dini terhadap kehiduan rumah tangganya?  

10. Sebagai tokoh masyarakat di desa ini (desa Kusau Makmur) bagaimana 

pendapat bapak mengenai pernikahan dini yang terjadi di masyarakat? 

11. Apakah di desa ini sudah biasa terjadi pernikahan dini? 

12. Apakah bapak setuju dengan adanya praktek pernikahan dini di desa 

Kusau Makmur? 

13. Menurut bapak apakah faktor yang sangat mempengaruhi penyebab 

terjadinya pernikahan dini di masyarakat desa Kusau Makmur?  
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